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Negara Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki penduduk 
dengan jumlah yang luar biasa. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap individu 
memiliki aspirasi atau pemikiran untuk perbaikan negara ini. Negara yang 
mempunyai luas wilayah yang tidak dapat dikatakan kecil ini memilki 
kompleksitas masalah  dari berbagai aspek yang harus sigap dibenahi. Maka suara 
rakyat dan gerakan-gerakan perbuahan adalah yang Indonesia butuhkan saat ini. 
Selama 69 tahun menjadi negara yang merdeka, Indonesia tidak dapat dihapuskan 
dari predikat sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan 
rakyatnya. Salah satu bukti bahwa Indonesia adalah negara penegak demokrasi 
yang kebebasan untuk mengeluarkan pendapat yang secara jelas tertuang dalam 
Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
yaitu bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan 
mengeluarkan pendapat”. 
 Dalam konsep negara demokrasi memuat beberapa elemen yang salah 
satunya adalah pemilihan umum atau pemilu yang juga merupakan implementasi 
dari Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. Adanya pemilu ini terdapat harapan rakyat kepada pemerintah agar adanya 
perbaikan dimana pemilu harus mampu menghasilkan pemerintahan yang 
memberikan perubahan demi terciptanya sebuah perbaikan. Perbaikan yang 
dimaksud bukan hanya mengarah kesatu aspek kehidupan, melainkan diberbagai 
aspek demi terwujudnya amanat konstitusi yaitu memajukan kesejahteraan umum. 
Salah satu tolak ukur kesejahteraan suatu bangsa adalah dengan tinggi rendahnya 
kondisi ekonomi nasional suatu negara. Miris ketika melihat fakta yang 
dinyatakan oleh Pusat Statistik (BPS) bahwa neraca perdagangan Republik 
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Indonesia pada bulan Juni 2014 mengalami defisit sebesar USD305,1 juta (Dani 
Jumadil Akhir. 2014).  Defisit neraca perdagangan membuat kredibilitas 
Indonesia dalam mengelola perekonomiannya terancam. Kepercayaan dunia akan 
turun jika Indonesia tidak segera melakukan pembenahan. 
Pemerintah yang baru, yang lahir dari pemilu pada tahun ini mempunyai 
pekerjaan yang lebih berat, mengingat Indonesia harus dipersiapkan menuju 
Indonesia yang siap menghadapai Asean Economic Community pada tahun  2015. 
Oleh karena itu, untuk mendukung kelancaran masuknya investasi dan 
meningkatkan daya saing serta memperlancar implementasi Masterplan 
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dibutuhkan 
suatu revolusi sistem, yaitu dengan hadirnya Electronic Government atau yang 
akan disebut E-Government guna menjadi Indonesia sebagai negar amaju pada 
tahun 2025. 
E-Government adalah  penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah 
untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta 
hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Sehingga dalam E-Government 
tidak lagi akan mencakup satu aspek melainkan segala aspek guna mendorong 
kredibiltas dari negara terutama dalam aspek ekonominya yaitu guna 
meningkatkan daya saing dan investasi. Keseriusan pemerintah dalam 
mewujudkan E-Government juga jelas tercantum dalam lampiran Inpres Nomor 3 
Tahun 2003, dimana pemerintah telah menyiapkan strategi nasional 
pengembangan E-Government. E-Government yang dimaksud berupa e-
Procurement, e-Service, e-ID, e-Policy, e-Office (Smart Office), e-Budgeting, e-
Payment, e-Filing, e-Education, e-Tax, e-Agriculture, e-Heritage, e-Learning 
(Blended Learning, Digital Library), e-Health, e-Business, e-Commerce, dan 
lainnya. 
Tidak munafik ketika Indonesia membutuhkan waktu yang sangat lama 
untuk benar-benar menggunakan sistem E-Government diseluruh wilayah dan 
seluruh aspek, melihat dan mengingat kondisi wilayah bumi Ibu Pertiwi ini yang 
merupakan jajaran pulau-pulau dan juga jumlah penduduk yang tidak dapat 
dikatakan sedikit. Bahkan pada faktanya, daerah di Indonesia tidak semua 
memilki akses Information Communication and Technology (ICT) yang telah 
  
berjalan dengan baik. Akan ada banyak hambatan yang akan dihadapi pada masa 
transisi ke sistem ini. Namun, hambatan tersebut akan lepas ketika melihat dan 
menimbang kepada dampak yang timbul dengan menggunakan sistem E-
Government.  
Bahkan dengan adanya E-Government dalam bentuk E-Commerce akan 
menguatkan dan meningkatkan ekspor Indonesia. Hal ini juga akan mendorong 
produktivitas industry dan perdagangan domestik dengan peningkatan efisiensi 
dan efektifitas dalam kegiatan usaha. Pada akhirnya, dapat mendorong 
pertumbuhan ekonomi. Bahkan dampak lain yang dapat dirasakan adalah dengan 
adanya perbaikan pemanfaatan sistem ini  maka akan menguatkan indutri kreatif 
kerena melihat bahwa akan tinggnya daya saing. Bahakan sistem ini akan 
menunjang transformasi Indonesia menuju innovation-driven economy dengan 
meningkatkan keunggulan kompetitif dan memperluas peluang pengembangan 
ekonomi kreatif berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. 
Oleh karena melihat beberapa dampak yang lahir dengan adanya E-
Government ini maka diharapakan pula daya saing produk dalam negeri dapat 
bersaing oleh produk-produk lain sehingga dapat membantu menekan Defisit 
Neraca Perdagangan (DNP). Mengingat bahwa pasar global sedang membuka 
peluang sebesar-besarnya untuk bersaing antara produk dalam negeri dan produk 
luar negeri. Harapan itu tidak dapat berjalan dengan lancar dan hambatan-
hambatan telah menunggu didepan. Harus adanya sebuah perbaikan kebijakan 
diberbagai sektor guna sebagai pendukung dari adanya revolusi sistem ini. 
Sehingga sistem yang baru dapat meraih goals-nya demi kemajuan Indonesia 
dalam pemerintahan yang baru. 
 
